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Abstract.  This research is motivated by the problems that occurred on maxim's side in 2023, namely the drivers 
who demanded maxim's policies which were considered detrimental. The existence of this problem attracts 
researchers to carry out research related to the form of maxim's accountability to the driver in the partnership 
agreement. The approach in this research uses empirical legal research, which is research that examines factual 
contact on every particular event that occurs in society in order to achieve the specified goals. The result of this 
study is the form of legal protection given by Maxim to the drivers, namely legal protection in the form of accident 
insurance by Yayasan Driver Sehat Sejahtera Indonesia (YPSSI) which is borne directly by Maxim and the 
accountability given by maxim, namely in the form of providing good services in the functional process of the 
application and carrying out the obligations stated in the agreement text between Maxim and the Driver. 
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Abstrak.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang terjadi dipihak maxim pada tahun 2023 yaitu para 
driver yang menuntut kebijakan pihak maxim yang dipandang merugikan. Adanya masalah tersebut menarik 
minat peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pihak maxim kepada 
driver dalam perjanjian kemitraan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu 
penelitan yang mengkaji kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 
mencapai tujuan yang ditentukan. Hasil dalam penelitian ini yaitu Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan 
oleh pihak Maxim kepada para driver yaitu adanya perlindungan hukum yang berupa asuransi kecelakaan oleh 
Yayasan Pengemudi Sehat Sejahtera Indonesia (YPSSI) yang ditanggung langsung oleh pihak Maxim dan 
Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak maxim yaitu berupa pemberian pelayanan yang baik dalam proses 
fungsional aplikasi serta menjalankan kewajiban yang sudah tertuang dalam naskah perjanjian antara pihak 
Maxim dan Driver. 
 
Kata Kunci  :  Pertanggungjawaban, Maxim, Perjanjian Kemitraan 

 
 

LATAR BELAKANG 

Di Indoeneesia beelakangan ini teerjadi marak dan beerpeesatnya bisnis, salah satu bisnis yang 

seedang beerkeembang deengan ceepat yaitu bisnis yang meenggunakan peemanfaatan teeknoeloegi 

seebagai wadahnya. Para peengusaha di Indoeneesia mulai meengeembangkan seerta beersaing dalam 

meeningkatkan usahanya deengan cara yang kreeatif dan inoevatif yaitu deengan cara peemanfaatan 

teeknoeloegi yang dimana seebagai wadah usaha seesuai deengan tingginya keebutuhan dan keeinginan 

masyarakat dalam meemudahkan keegiatan seehari-hari. Para peelaku usaha ini meemanfaatkan 
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te ekno eloegi diantara maraknya ke ecanggihan peemoegraman yaitu aplikasi be erbasis oenlinee  meelalui 

smartphoene e deengan meenggunakan jeejaring soesial.  

Inte erne et meenjadi salah satu teekno eloegi yang paling seering digunakan masyarakat di 

dalam keehidupan seehari-hari. Faktanya Keemeente erian Ko emunikasi Dan Infoermatika 

(ke emeenko eminfoe) meenyatakan peengguna inte erne et di Indoene esia hingga saat ini teelah meencapai 82 

juta oerang. Capaian te erse ebut meembuat Indoeneesia be erada pada pe eringkat ke e-8 di dunia. 

Masuknya Indoeneesia seebagai salah satu Ne egara de engan pe engguna inte eme et te erbanyak didunia 

me enjadikan Indoene esia se ebagai neegara deengan peengguna inte erne et yang tinggi, meembuat 

Indoene esia meenjadi sasaran bagi banyaknya peerusahaan beerbasis Financial Te echnoeloegy 

(Finte ech) yang se edang be erke embang saat ini seerta tingginya peengguna jasa inte erne et di Indoene esia 

juga beerdampak pada tumbuh peesatnya peerusahaan Financial Te echnoeloegy (Finte ech) atau biasa 

kita deengar deengan pinjaman Oenline e.1  

Hal ini dapat dilihat juga deengan maraknya muncul aplikasi-aplikasi be erbasis oenlinee 

seepe erti aplikasi untuk me embe eli tike et transpoertasi meelalui oenline e, aplikasi peenjualan barang dan 

lainnya yang dapat diunduh me elalui goeoegle e play dan app stoeree pada se etiap smartphoene e.2  

Maximm adalah salah satu jasa atau layanan o enlinee dalam beentuk aplikasi be erbasis data 

inteerne et, yang me enye ediakan jasa layanan transpoertasi oenlinee. Seejak awal ke emunculannya di 

tahun 2018, Maxim meengukuhkan diri se ebagai pe erusahaan transpoertasi ridee hailing deengan 

tarif yang e ekoenoemis.3 Dalam peerke embangannya maxim teerus me eleebarkan sayap me erambah 

pada daeerah-dae erah yang te entunya me enjadi tujuan pasar dari maxim itu seendiri. Di Goeroentaloe, 

maxim seendiri me enjadi salah satu sumbeer mata peencaharian seebagian oerang deengan beerproefeesi 

seebagai driveer. Deengan deemikian tak jarang kita jumpai banyak warga Go eroentaloe yang 

te ergabung meenjadi driveer maxim khsusnya pada areea Koeta Goeroentalo e. 

Dalam pe ereekrutan para peenge emudi Maxim di Indo eneesia de engan meelakukan pe erjanjian 

keemitraan dimana satu sama lain me emiliki hubungan hukum yaitu hubungan ke emitraan antara 

satu pihak deengan pihak yang lainnya. Ke eteentuan umum yang digunakan pada pe erjanjian 

keemitraan adalah Pasal 1338 KUHPe erdata dan Pasal 1320 KUHPe erdata. Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPe erdata meenyatakan “Seemua pe erjanjian yang dibuat se ecara sah be erlaku”  Undang-Undang 

Reepublik Indoene esia Noemoer 8 Tahun 1999 teentang Peerlindungan Ko ensume en, se ebagai undang-

                                                             
1 Syauta,R., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang 

Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online Di Gorontalo”, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol. 2, No. 2. 
(2024), hal. 98 
2 Yenni Aurelia, Pertanggungjawaban PT. Grab atas orderan Fiktif, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,2021, hal 221-222 

3 Maxim Profile. https://maxim.co.id 
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undang bagi me ereeka yang meembuatnya.4 Apabila salah satu pihak me elanggar teerhadap klausul 

dari peerjanjian teerseebut, maka dikeenakan sanksi seebagaimana peelanggarannya te erhadap 

undang-undang. 5 

Meenurut pasal 1 angka 13 Undang-undang No e.20 Tahun 2008 te entang usaha Mikroe, 

keecil, dan me ene engah, ke emitraan adalah keerjasama dalam keete erkaitan usaha, baik langsung 

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling me eme erlukan, me empe ercayai, meempe erkuat, dan 

me enguntungkan yang meelibatkan pe elaku usaha mikroe, keecil, me ene engah, Dan usaha be esar. 

(Clintoen, 2019)  Ke emitraan dalam Kamus Be esar Bahasa Indoene esia seelanjutnya diseebut KBBI 

me erupakan asal kata dari kata “Mitra” yang be erarti teeman, sahabat, kawan ke erja. Ke emitraan 

adalah peerihal hubungan (jalinan keerja sama dan seebagainya) seebagai mitra.6 

Lahirnya suatu pe erjanjian tidak dapat dileepaskan dari keebeeradaan Pasal 1320 

KUHPe erdata, kareena lahirnya pe erjanjian teergantung dari te erpe enuhinya syarat sah pe erjanjian 

baik itu dari aspeek subjeektif maupun oebjeektif. Syarat te erse ebut meerupakan suatu landasan 

te erjadinya peerjanjian, apabila salah satu syarat te erse ebut tidak dapat dilaksanakan makan 

peerjanjian teerseebut dianggap tidak sah atau dibatalkan de emi hukum.7 Dalam se ebuah pe erjanjian 

keemitraan seebagaimana dike etahui bahwa harus te erpe enuhi syarat sahnya pe erjanjian se esuai 

deengan Pasal 1320 KUHPe erdata, se ebagai beerikut:  

1. Adanya keese epakatan bagi meereeka yang me engikatkan diri;  

2. Ke ecakapan para pihak untuk me embuat suatu peerikatan;  

3. Suatu hal te erte entu;  

4. Se ebab yang halal.  

Namun, pada keenyataannya te ernyata teerdapat beebeerapa beentuk ke etidakse esuaian yang 

te erjadi deengan apa yang dialami oele eh para peenge emudi maxim teerseebut. Be erdasarkan hasil 

oebseervasi, pe ene eliti me eneemukan bahwa te erdapat beebe erapa beentuk keebijakan yang dipandang 

me erugikan dan se eoelah dibuat seepihak oeleeh pihak maxim keepada para mitra ke erja dalam hal ini 

para pe enge emudi (driveer).  

Pada tanggal 23 Fe ebruari 2023 te erjadi seebuah aksi deemoentrasi para driveer maxim 

te erkait ke ebijakan yang dipadang meerugikan pihak driveer. Para driveer me enuntut seebuah 

                                                             
4 Rendy Saputra, “Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam 

Hukum Perjanjian Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 19-20   
5 Gunawan, Johanes, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6. 

(2003), hal. 48.   
6 Ibid 
7 Modjo, R. D. B., Junus, N., & Mustika, W. “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja 
Di Hungrypedia Gorontalo Berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, 
Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora,Vol. 1, No. 3. (2023), hal. 121. 
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peertanggungjawaban atas ke ebijakan dari pihak maxim yang dipandang me erugikan dan tidak 

adil. Hal ini ditandai de engan aksi deemoe yang dige elar oeleeh ratusan driveer Maxim pada Kanto er 

Maxim Cabang Go eroentalo e, para driver menyuarakan 10 poin yang dianggap tidak sesuai 

dengan kebijakan yang ada. Salah satunya yaitu jaminan kecelakaan, pencabutan se egala beentuk 

stike er be erupa iklan maxim di jeende ela beentoer dikare enakan me embatasi pandangan driveer saat 

beerke endara dan se ering me enye ebabkan keece elakaan dan juga terkait dengan orderan fiktif yang 

dianggap merugikan para driver. Maka de engan hal ini pe ene eliti te ertarik untuk meelakukan seebuah 

kajian analisis yang dikeemas dalam beentuk peeneelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui 

kenyataan yang terjadi di lapangan. 

 

METODE PENELITIAN 

Pe eneelitian ini meerupakan peene elitian hukum e empiris yaitu pe eneelitan yang meengkaji 

koentak se ecara faktual pada seetiap pe eristiwa teerteentu yang te erjadi dalam masyarakat guna 

me encapai tujuan yang diteentukan.Peene elitian e empiris dilakukan me elalui studi lapangan untuk 

me encari dan meene entukan sumbeer hukum dalam arti soesio eloegis seebagai ke einginan dan 

keepe entingan yang ada di dalam masyarakat.8 Meetoedee pe ene elitian meerupakan cara me elakukan 

suatu hal de engan peenggunaan pikiran de engan seeksama deemi me encapai seebuah tujuan de engan 

cara proesees pe encarian, peencatatan, peerumusan, dan analisis hingga pe enyusun lapo eran.9 

Pe eneelitian dalam ilmu hukum adalah se eluruh be entuk aktivitas yang didasarkan pada disiplin 

ilmiah untuk me engumpulkan, me engklasifikasi, meenganalisisis, dan meenginteerpreetasi fakta dan 

juga.  

  

PEMBAHASAN 

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojol Sebagai Pihak Dalam Sebuah 

Perjanjian Kemitraan di Kota Gorontalo 

Ke eteentuan umum pe erjanjian keemitraan, antara peenge emudi (drive er) jasa transpo ertasi oenlinee 

deengan pe erusahaan peenyeedia jasa aplikasi transpoertasi oenlinee diatur dalam Pasal 1338 jo e Pasal 

1320 BW. Seedangkan, keete entuan khusus, me erujuk pada keeteentuan peerse ekutuan pe erdata dalam 

Pasal 1618 BW s/d. Pasal 1641 BW, yang me engatur teentang hubungan hukum para pihak antara 

mitra satu de engan mitra lainnya de engan cara me emasukkan suatu moedal seebagai peenye erahan 

(inbre eng) Se elain itu keeteentuan teentang pe engangkutan oerang ini diatur juga dalam Bab 1 S/D IV 

                                                             
8Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25  
9 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)hal. 1 
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Buku Kee III BW, UU Noe.3 Tahun 1965 joe. UU Noe.22 Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan Raya, Pe eraturan Peemeerintah Noemoer 79 Tahun 2013 Te entang Jaringan Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan, Pe eraturan Pe emeerintah Noemoer 74 Tahun 2014 Te entang Angkutan 

Jalan. Peeraturan Me ente eri Peerhubungan Re epublik Indo eneesia Noemoer PM 108 Tahun 2017 

Teentang Pe enye eleenggaraan Angkutan Oerang De engan Keendaraan Beermoetoer Umum Tidak Dalam 

Traye ek.10 

Se elain itu pe erjanjian keemitraan ini meerupakan pe erjanjian yang be erbeentuk eeleektroenik, yakni 

peerjanjian para pihak yang dibuat meelalui sisteem eeleektroenik se ebagaimana diatur dalam Undang-

undang No e. 11 Tahun 2008 Te entang Infoermasi dan Transaksi E ele ektroenik dan Peeraturan 

Pe eme erintah No e. 82 Tahun 2012 Te entang Peenye eleenggaraan Siste em dan Transaksi Eele ektroenik.11   

Satjiptoe Rahardjoe meenjeelaskan, tujuan peerlindungan hukum adalah untuk me embe erikan 

peerlindungan teerhadap hak asasi manusia yang dirugikan o ele eh oerang lain, se erta meembe erikan 

peerlindungan te erse ebut ke epada masyarakat agar ada ke epastian hukum. Pe erlindungan hukum 

adalah se egala upaya untuk me ewujudkan hak dan meembeerikan bantuan untuk me embe erikan 

sanksi dan/atau rasa aman ke epada koerban. Pe erlindungan hukum me erupakan bagian dari 

peerlindungan masyarakat dan dapat dicapai dalam be erbagai be entuk, yaitu me elalui peembe erian 

koempe ensasi, peelayanan keese ehatan, dan bantuan hukum.  

Pe erlindungan hukum me erupakan suatu koenseep yang unive ersal dari ne egara hukum. Pada 

dasarnya, peerlindungan hukum te erdiri ata dua be entuk yaitu peerlindungan hukum pre eve entif dan 

reepre esif.12 Pe erlindungan Hukum Pre eve entif yang pada dasarnya diartikan se ebagai peenceegahan.  

Pe erlindungan hukum yang be ersifat preeve entif sangat be erarti bagi tindakan teerse ebut, didasarkan 

pada keebe ebasan be ertindak kareena de engan adanya peerlindungan hukum pre eve entif pe emeerintah 

didoeroeng untuk beerhati-hati dalam meengambil ke eputusan. Beentuk pe erlindungan hukum yang 

beersifat preeve entif teertuang dalam peeraturan peerundang-undangan untuk me enceegah teerjadinya 

peelanggaran dan meembeerikan batasan dalam me elaksanakan ke ewajiban. Seemeentara 

peerlindungan hukum yang re epre esif dimaksudkan seebagai peerlindungan akhir, be erupa sanksi, 

seepe erti deenda, kurungan, dan sanksi tambahan jika te erjadi pe erse elisihan atau peelanggaran 

hukum. 

                                                             
10 Khalid, Z. ”Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan 
Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan”. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan 
Informasi Hukum dan Masyarakat, (2019), Vol. 18 No. 3, Hlm. 120. 
11 Ibid. 
12 Otti Ilham Khair, Catur Widiatmoko, Rajanner P. Simarmata, “Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan 
Berusaha Bagi UMKM”, Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, (2020), Vol.7 No.2, hal. 902 
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Hubungan hukum antara Maxim Indo ene esia se ebagai peerusahaan pe enye edia aplikasi deengan 

drive er adalah hubungan keemitraan yang beerdasarkan pe erjanjian keemitraan. O ele eh kareena itu, 

peerlindungan hukum te erhadap drive er bukanlah peerlindungan bagi pe ekeerja se epeerti halnya 

peerjanjian keerja, meelainkan peerlindungan seebagai pihak dalam se ebuah peerjanjian keemitraan. 

Jika hubungan antara pe engusaha peenye edia aplikasi dan driveer adalah hubungan ke emitraan, 

maka Undang-Undang No emoer 13 Tahun 2003 te entang Ke ete enagakeerjaan dan peeraturan 

peerundang-undangan lain di bidang ke ete enagakeerjaan tidak be erlaku. 

Ke etika seeseeoerang se edang meelakukan suatu pe eke erjaan, biasanya tidak luput dari ke eceelakaan. 

Hal ini bisa teerjadi kareena ke elalaian diri seendiri maupun ke elalaian oerang lain. Hal ini juga bisa 

te erjadi pada para drive er Maxim di Ko eta Goeroentalo e yang teerkadang me engalami keece elakaan saat 

me engantarkan peesanan dari peelanggan Maxim, dimana ke eceelakaan tidak dapat kita hindari. 

Aplikatoer se epe erti Maxim di Ko eta Go eroentaloe teelah meembe erikan asuransi untuk 

me engantisipasi apabila suatu saat Drive er me engalami keece elakaan keerja.  Dan te entunya Maxim 

akan meenge eceek teerleebih dahulu ke epada pe enge emudi untuk meenge etahui apakah beenar peenge emudi 

te erse ebut meengalami keeceelakaan ke erja atau hanya tipuan pe enge emudi untuk me endapatkan uang 

jaminan. Oeleeh se ebab itu diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No e. 22 tahun 

2009 yang be erbunyi “ Pe erusahaan Angkutan Umum wajib me embuat, meelaksanakan, dan 

me enye empurnakan sisteem manajeeme en ke ese elamatan deengan beerpe edo eman pada reencana umum 

nasioenal Ke ese elamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ke endaraan Beermo etoer Umum harus 

dileengkapi de engan alat pe embeeri infoermasi teerjadinya Ke eceelakaan Lalu Lintas kee Pusat Ke endali 

Sisteem Ke eseelamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.13 Oeleeh seebab itu Drive er Oejoel dibeekali 

smathphoenee, dan dalam aplikasi itu seendiri teerdapat GPS yang me elacak keebe eradaan drive er. Hal 

ini akan meemudahkan O epe eratoer Maxim untuk me elakukan peenge eceekan di aplikasi oepeeratoer, 

apakah peenge emudi seedang meelakukan pe engantaran peesanan atau tidak.  

Jika Drive er Maxim meengalami keejadian beerupa keeceelakaan saat Drive er seedang meengambil 

peesanan atau pada jam ke erjanya, Pihak Maxim dapat me enge ece ek ada atau tidaknya peesanan 

me elalui aplikasi.  Jika teerjadi ke eceelakaan pada saat peengambilan pe esanan, maka pe erusahaan 

Maxim akan meenanggung biaya pe erawatan pe enge emudi, biaya ke erusakan keendaraan dan hal ini 

me emeerlukan doekume entasi se ebagai bukti dan peerusahaan Maxim akan me embeerikan ganti rugi 

seesuai deengan keeceelakaan te erse ebut. 

Pe ene eliti te elah meelaksanakan wawancara deengan pihak manajeemeen Maxim Goeroentaloe, 

Salah satu pe ertanyaan yang peeneeliti ajukan adalah bagaimana deengan peerlindungan hukum 

                                                             
13 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan 
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yang dibe erikan oele eh pihak maxim Goeroentalo e keepada para drive er. Kurniawan Tangahu se elaku 

pihak manaje emeen maxim meenjeelaskan bahwa pe erlindungan yang dibe erikan oele eh pihak maxim 

keepada para drive er yaitu beerupa adanya jaminan asuransi dan be erupa asuraansi ke ece elakaaan 

dari BPJS dan YPSSI yang ditanggung o ele eh PT. Te ekno eloegi Pe erdana Indoene esia (Maxim). 14 

Dapat ditarik seebuah peemahaman bahwa adanya be entuk peerlindungan Hukum yang 

dibe erikan oeleeh pihak maxim Goeroentaloe keepada para drive er dalam seebuah peerjanjian ke emitraan 

yaitu deengan beerupa pe erlindungan dan jaminan asuransi ke eceelakaan keepada para drive er meelalui 

Yayasan Peenge emudi Se ehat Seejahte era Indoene esia yang ditanggung o ele eh pihak Maxim, Namun, 

untuk me ene erima bantuan amal dari YPSSI, drive er harus me engajukan pe ermo eho enan deengan 

daftar doekume en yang diteetapkan, teermasuk infoermasi yang teerseedia dan pe erse etujuan dari 

Yayasan Amal. 

Dari hal ini dapat di pahami bahwa, ke etika driveer Maxim akan me engajukan pe ermo eho enan 

te erkait asuransi ke eceelakaan, driveer maxim harus meempe ersiapkan be ebeerapa doekume en yang 

keemudian akan di proese es oele eh pihak maxim dan YPSSI. Se eteelah pe elaksaanaan proese es 

wawancara deengan para narasumbeer, maka pe ene eliti meelaksanakan analisis data guna 

me endapatkan hasil pe eneelitian yang akurat dalam proese es peeneelitian ini. Adapun beentuk 

peerlindungan Hukum yang dibe erikan oeleeh pihak maxim yaitu me emiliki peerlindungan hukum 

beerupaa hak dan keewaajiban, ke eamanan data pribadi dari pe engguna jasaa harus le ebih 

diamankan agar peengguna jasa me endapatkan ke eamanan dan ke enyamanan. Se eme entara bagi 

drive er me emiliki hak dan tanggungjawab se erta me endapatkan asuransi be erupa asuraansi 

keeceelakaaan dari yayasan Peenge emudi Seehat Se ejahteera Indoeneeisa (YPSSI) yang ditanggung o ele eh 

PT. Te ekno eloegi Pe erdana Indo eneesia (Maxim). 

Hak dan keewajiban koensume en diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No emoer 8 Tahun 

1999 Teentang Peerlindungan Ko ensumeen meene etapkan hak koensume en. Undang-Undang No emoer. 

22 Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pe eraturan Meenteeri Peerhubungan 

noemoer 60 Tahun 2019 teentang Peenye ele enggaraan Angkutan Barang De engan Ke endaraan 

Beermoetoer di Jalan. Pihak maxim seendiri me emiliki ke eteentuan te erkait deengan subjeek pe erjanjian 

yang beerlaku dipihak maxim dan drive er. Hal inilah yang me enjadi keese epakatan seecara be ersama 

untuk me enjalankan peerjanjian ke emitraan.  

 

 

                                                             
14 Hasil wawancara Pihak Maxim Gorontalo, diwawancarai oleh peneliti, Gorontalo, 15 Februari 2024 
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Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Maxim Dalam Perjanjiaan Kemitraan di Kota 

Gorontalo 

Didalam hubungan hukum te erdapat hak dan ke ewajiban yang harus dijalankan dan 

me empunyai akibat hukum. Maka dari itu, para pihak harus me enaati peerjanjian yang sudah 

diseepakati deengan pe enuh tanggung jawab. Tanggung jawab me erupakan keewajiban untuk 

me enanggung atau meemikul seegalanya yang teelah meenjadi tugas, de engan adanya akibat dari 

tindakan atau peerbuatan yang baik maupun yang buruk yang te elah dilakukan. Prinsip tanggung 

jawab mutlak (strict liability) Prinsip ini didasarkan pada pe erbuatannya baik se ecara seengaja 

maupun tidak. Artinya, meeskipun bukan keesalahannya, teetapi ia teetap be ertanggung jawab atas 

keerugian yang ada akibat peerbuatannya.15 Asas tanggung jawab mutlak se endiri me erupakan 

salah satu je enis pe ertanggungjawaban Pe erdata (Civil Liability) Tanggung jawab pe erdata 

me erupakan suatu instrumeen hukum peerdata dalam koente eks peene egakan hukum untuk 

me endapatkan ganti ke erugian pada kasus te erse ebut. 

Pe eneeliti teelah meelaksanakan wawancara de engan pihak manaje emeen Maxim Goeroentalo 

terkait dengan bentuk pertanggungjawaban. Pihak managemant maxim mengatakan bahwa, 

“Dalam hal pertanggungjawaban, kami sudah melampirkan dalam subjek perjanjian ada 

beberapa hal yang menjadi ketentuan dan disepakati secara bersama yang meliputi hak, 

kewajiban serta tanggungjawab dalam perjanjian kemitraan ini. Dalam perjanjian tersebut 

sudah sangat jelas tertuang apa yang menjadi ketentuan dari pihak maxim”.16 

Dari hasil wawancara deengan pihak manajeeme en Maxim cabang Go eroentalo e teerkait apa 

saja beentuk peertanggungjawaban dari pihak Maxim ke epada para drive er dalam seebuah pe erjanjian 

keemitraan, seehingga dalam hal ini dapat ditarik se ebuah peemahaman dimana pihak maxim 

cabang Goeroentaloe meelaksanakan peerjanjian seesuai deengan peerundangan di Indo ene esia. Dimana 

naskah pe erjanjian dibe erikan akse es keepada publik untuk dapat me elihat seecara rinci te erkait deengan 

apa saja yang teertuang dalam subje ek peerjanjian teerseebut.  

Peneliti juga melaksanakan wawancara dengan para driver terkait dengan apa saja 

bentuk pertanggungjawaban pihak Maxim kepada para driver, Raimon Saleh selaku driver 

Maxim memberikan tanggapannya bahwa “Sejauh ini bentuk pertanggungjawaban maxim itu 

penyediaan pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kami juga selaku driver 

                                                             
15 Rozan, N. N., & Syawali, H., “Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap 
Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, In Bandung Conference Series: Law Studies, (2020), Vol. 2, No. 1, Hlm. 
445. 

16 Hasil wawancara Pihak  Maxim Gorontalo, diwawancarai oleh peneliti, Gorontalo, 15 Februari 2024. 
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bertanggungjawab penuh atas perjanjian yang disepakati. Namun, kalau pertanggungjawaban 

lebih rinci semacam penggantian ganti rugi itu bukan tanggungjawab maxim. begitu yang ada 

di aturan”.17 

Setelah pelaksanaan wawancara diketahui bahwa pertanggungjawaban merupakan 

sebuah hal yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati atas sebuah konsekuensi yang telah 

disepakati. Dalam hal ini yang membuat kesepakatan adalah pihak Maxim dan Driver dalam 

perjanjian kemitraan. Adapun bentuk pertanggungjawaban dari para pihak yang terikat 

perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian maxim yaitu : 1) Para Pihak akan 

bertanggung jawab atas kegagalan pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan peraturan 

perundangan Indonesia; 2) Maxim tidak bertanggung jawab atas gangguan apa pun dalam 

penyediaan Layanan jika terjadi kegagalan perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak 

dimiliki oleh Maxim; 3) Maxim tidak bertanggung jawab atas gangguan atau sebagian layanan 

yang berkaitan dengan penggantian peralatan, perangkat lunak atau pekerjaan lain yang 

disebabkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan fungsi dan pengembangan sarana teknis 

Maxim, dan tunduk kepada pemberitahuan sebelumnya kepada Pelanggan; 4) Maxim tidak 

bertanggung jawab atas kerugian langsung, kehilangan keuntungan yang ditanggung oleh 

Pelanggan sebagai akibat dari penggunaan Layanan; 5) Maxim tidak bertanggung jawab atas 

kegagalan Pengangkut dalam melakukan tugasnya.18 

Dari uraian diatas dike etahui bahwa, peertanggungjawaban yang dibe erikan oeleeh Pihak 

maxim cabang Goeroentalo e hanyalah beerupa me enjalankan ke ewajiban yang teelah diseepakati seecara 

beersama dalam peerjanjian keemitraan. Adapun ke ewajiban pihak maxim yang te ertuang dalam 

peerjanjian adalah : 1). Me endaftarkan Oerde er Pe elanggan se ecara gratis dalam infoermasi di 

peerangkat lunak dan me embe eritahukan Peelanggan teentang status Oerde er. 2). Meenginfo ermasikan 

Pe elanggan teentang kasus pe enundaan pe enye ediaan keendaraan. 3). Me enginfo ermasikan Peelanggan 

te entang keetidakmungkinan untuk meenye ediakan keendaraan. 4). Meengirimkan seecara te epat waktu 

peembayaran uang muka ke e akun Pribadi Pe elanggan. 5). Me endeeteeksi dan me enceegah de engan te epat 

upaya untuk akse es tidak sah kee infoermasi yang dibeerikan oele eh Peelanggan, dan/atau peengiriman 

kee pihak yang tidak te erkait langsung de engan peelaksanaan Oerde er19 

De engan deemikian dapat dike etahui bahwa peertanggungjawaban yang dibe erikan oeleeh 

pihak Maxim cabang Go eroentaloe adalah meembe erikan peelayanan seebagaimana yang te ertuang 

                                                             
17 Hasil wawancara  Driver Maxim. diwawancarai peneliti,Gorontalo, 17 Februari 2024 
18 Kinerja Layanan Maxim, melalui : https://legal.taximaxim.com/public-offer/?country=ID&intl=id-ID,diakses 
pada 20 Februari 2024 
19 Ibid. 
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dalam peerjanjian deengan drive er. hal ini teentunya sudah dikeetahui oeleeh ke edua be elah pihak 

me enge enai hal te erse ebut. De engan deemikian pe ertanggungjawaban ini dapat dikatakan hanyalah 

peelaksanaan atas ke ewajiban. Dari isi peerjanjian peeneeliti meenganalisa dan me elihat bahwa 

seebagian beesar hal yang re entan meerugikan pihak drive er justru tidak masuk dalam 

peertanggungjawaban pihak maxim.  

Namun, dalam hal ini bukan dikare enakan Pihak Maxim cabang Go eroentalo e le epas tangan 

te erkait pe ertanggungjawaban atas ke erugian yang dialami oele eh Drive er, hanya saja beentuk 

peertanggungjawaban pihak maxim teerbatas pada subjeek peerjanjian yang ada. Dari hal ini dapat 

difahami bahwa maxim  begitu rentan dengan kerugian yang dialami para driver, namun hal 

itu tidak masuk dalam ranah pertanggungjawaban pihak maxim kepada driver. 

 

KESIMPULAN 

Beerdasarkan hasil analisis dari hasil pe ene elitian yang te elah dipaparkan pada bab 

seebe elumnya, maka ke esimpulan yang dapat ditarik dari pe eneelitian ini adalah seebagai beerikut : 

a) Beentuk peerlindungan Hukum yang dibe erikan oeleeh pihak Maxim ke epada para drive er yaitu 

adanya pe erlindungan hukum yang be erupa asuransi keece elakaan oeleeh Yayasan Peenge emudi 

Se ehat Seejahteera Indo ene esia (YPSSI) yang ditanggung langsung o eleeh pihak Maxim 

b) Pe ertanggungjawaban yang dibe erikan oele eh pihak maxim yaitu beerupa peembe erian 

peelayanan yang baik dalam proese es fungsioenal aplikasi se erta me enjalankan keewajiban yang 

sudah teertuang dalam naskah peerjanjian antara pihak Maxim dan Drive er  
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